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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya peraturan Walikota Nomor 
117 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile terhadap pelaksanaaan pembuatan surat perizinan 
yang menggunakan aplikasi sistem mobile elektronik. Berdasarkan hasil prariset 
yang penulis lakukan didapati ada beberapa jenis perizinan yang tidak dapat 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Maka dari pada itu penulis 
lebih lanjut akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut.  
Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sistem 
Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Sistem 
Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Pekanbaru dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan 
sistem informasi manajemen pelayanan mobile berdasarkan peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan 
sistem informasi manajemen pelayanan mobile berdasarkan peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. 
Penelitian ini menggunakan teknik Porposive Sampling.  
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan 
Walikota Nomor 117 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem 
Informasi Manajemen Pelayanan Mobile belum terlaksana dengan baik. Hal ini 
disebabkan karena sebagian Perizinan dan non perizinan belum terlaksana secara 
maksimal karena sebanyak 107 jenis perizinan dan non perizinan yang seharusnya 
  ii 
bisa diakses dan diurus menggunkan aplikasi sistem mobile elektronik 
(SIMOLEK) tetapi pada kenyataannya hanya 28 jenis non perizinan yang bisa 
diakses dan diurus melalui aplikasi sistem mobile elektronik (SIMOLEK) oleh 
masyarakat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kesatuan, yang diselenggarakan dalam 
sistem pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, terbagai atas daerah-
daerah Provinsi, dan daerah Provinsi terbagi atas daerah-daerah Kabupten 
atau Kota. Melalui sistem pemerintahan desentralisasi, daerah-daerah 
diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kebijakan 
sendiri sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan kebutuhan 
setempat. Dengan menjadi dekatnya proses pengambilan kebijakan kepada 
kelompok masyarakat paling bawah, sistem ini dianggap lebih jauh 
demokratis dibanding dengan pemerintahan terpusat.
1
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan wujud nyata dari adanya sistem pemerintahan desentralisasi. 
Pasal 3 menyebutkan, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2
 Konsekuensi penerapannya 
adalah pengambilan keputusan menjadi lebih dekat kepada daerah masing-
masing sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan. 
                                                             
1
 Putu Oka Ngakan, dkk, Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi 
selatan, (Center for Internasional Forestry Reseaarch, Bogor, 2005), h. 1. 
2
 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Pelayan publik suatu hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 
Meskipun pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai 
permasalahan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
3
 Bahkan masih 
ada juga ditemukan aparatur yang tertangkap tangan korupsi dan lambatnya 
pelayanan dengan alasan kurangnya tenaga pelayanan.
4
 Di Indonesia 
pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 
Ruang lingkup pelayanan publik adalah pelayanan barang publik dan 
jasa publik serta pelayanan administratif.
5
 Bertujuan mewujudkan sistem 
penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum (Good Governance yang baik) pemerintahan dan korporasi dan 
terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik.
6
 Dalam rangka mempermudah 
penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan 
penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
7
 
Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses 
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan 
secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai 
dengan standar pelayanan.
8
 Pelayanan terpadu secara fisik yaitu, sistem 
                                                             
3
Muhammad Alfisyahrin, Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Di Indonesia , (Jakarta: 
(Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2017),  h. 9. 
4
 Ibid.  
5
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
6
Ibid, Pasal 3.  
7
Ibid, Pasal 9.  
8
Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan satu atap.
9
 Sistem 
pelayanan terpadu satu pintu diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden 
Nomor  97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupten/Kota di 
laksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang mencakup urusan perizinan dan non perizinan.
10
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah 
yang menjadi dasar pembentukan lembaga pelayanan perizinan sebagai 
penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di daerah. 
Kota Pekanbaru membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 
Tahun 2016 tentang  Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru 
yang sebelumnya disebut Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (BPMPTSP).
11
 
DPMPTSP Kota Pekanbaru sebagai satuan kerja perangkat daerah 
merupakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) 
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah Kota Pekanbaru 
                                                             
9
Ibid,Pasal 14 Ayat 2. 
10
Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
terpadu Satu Pintu. 
11
Dpmptsp.pekanbaru.go.id/profile/ di akses tanggal 14 Februari 2019  
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dalam bidang perizinan dan non perizinan dengan Visi “Terwujudnya 
Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Secara Prima” melalui prinsip kerja koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
12
 
Pelayanan prima yang diberikan DPMPTSP Kota Pekanbaru tersebut 
dibuktikan dengan diterimanya penghargaan/predikat prestasi dalam 
pencapaian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan 
menjadi „catatan‟ serta kebanggaan bagi DPMPTSP Kota Pekanbaru 
khususnya dan pemerintah Kota Pekanbaru. Berikut kategori penghargaan 
yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu:  
1. Role model penyelenggara pelayanan publik katagori sangat 
baik dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, tanggal 2 Maret 2017. 
2. Investment Award sebagai Nominee dan juga meraih Peringkat 
3 (tiga) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal untuk tingkat Kota Seluruh Indonesia tahun 
2016.  
3. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari 
OMBUDSMAN RI tanggal 18 Juli 2014.  
                                                             
12
Dpmptsp.pekanbaru.go.id/profile/ di akses tanggal 14 Februari 2019  
  
5 
 
 
4. Investment Award sebagai Nominee dan juga meraih peringkat 
3 (tiga) peyelenggara pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal untuk tingkat Kota Seluruh Indonesia pada 
tanggal 7 Oktober 2014.  
5. Reward/Penghargaan tertinggi dalam bidang pelayanan Publik 
diberikan oleh Pemerintah RI kepada DPMPTSP Kota 
Pekanbaru pada Tahun 2010 atas kinerja di bidang pelayanan 
publik.
13
 
DPMPTS Kota Pekanbaru terus melakukan inovasi untuk 
meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Melalui peraturan 
Walikota Nomor 117 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile, pengurusan perizinan dan 
non perizinan di Kota Pekanbaru bisa dilakukan dengan sistem informasi 
manajemen pelayanan mobile atau sistem mobile elektronik “SIMOLEK”. 
Sistem mobile elektronik mulai diterapkan pada akhir tahun 2016 
dengan tujuan agar masyarakat Kota Pekanbaru yang akan mengurus 
perizinan usahanya secara online, guna mempermudah masyarakat dalam 
hal perizinan usahanya secara online dengan mengaksesnya, dan 
mengetahui sejauh mana proses perizinan, misal apakah perizinan usahanya 
sudah sampai dimana, dan seberapa besar biayanya dapat mengakses 
melalui aplikasi smartphone sesuai dengan era perkembangan teknologi.  
                                                             
13
Fadly Usman, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Sistem Mobile Elektronik 
(SIMOLEK) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu” JOM FISIP, Vol. 
5, Edisi 1 Januari-Juni 2018, h. 2-3. 
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Pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2017 tentang 
Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Mobile berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan dalam kegiatan prariset 
di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru. Terdapat sebanyak 107 jenis perizinan dan non perizinan yang 
seharusnya bisa diakses dan diurus menggunkan aplikasi sistem mobile 
elektronik (SIMOLEK) tetapi pada kenyataannya hanya 28 jenis non 
perizinan yang bisa diakses dan diurus melaluiaplikasi sistem mobile 
elektronik (SIMOLEK) oleh masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi penulis ingin meneliti tentang 
“Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur 
dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru”. 
B. Batasan Masalah 
Agar tidak terdapatnya kesalahfahaman dalam pembahasan skripsi ini 
maka penulis memfokuskan dengan memberi batasan masalah penelitian 
hanya dalam hal “Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 
Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru”. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 
2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Kota Pekanbaru ? 
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 
117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem 
Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Pekanbaru ? 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar 
Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Sistem 
Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Beradasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang 
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Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota 
Pekanbaru. 
b. Manfaat Penelitian 
1. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
2. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum 
khususnya hukum tata Negara. 
3. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk 
permasalahan yang sama. 
E. Metode Penelitan 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
14
 Metode 
merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari 
ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum sosiologis yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan 
bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
15
Penelitian ini 
                                                             
14
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif Dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2012),  h. 2 
15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UII Press , 1982),  h. 33  
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juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh 
langsung yang dilakukan baik melalui Obeservasi (Pengamatan), 
penyebaran angket maupun wawancara. 
Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian 
yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan 
gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala 
dengan gejala lainnya dalam masyarakat.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru yang beralamat di Jalan Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan 
Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Alasan penulis memilih tempat 
tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan 
penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan 
penegakannya di lapangan. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Pendataan, Arsip 
dan Pengembangan Sistem, Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan 
Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan serta masyarakat 
pengurus izin dan non perizinan di Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dari 
penelitian ini adalah Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Mobile Beradasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 
10 
 
 
2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota 
Pekanbaru. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek 
yang menjadi peneitian.
16
 Populasi dapat berupa himpunan orang, benda 
(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang 
sama. Populasi dalam penelitian ini adalah kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Pendataan, Arsip 
dan Pengembangan Sistem, Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Kepala 
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan serta masyarakat pengurus izin 
dan non perizinan di Kota Pekanbaru.  
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah pemilihan sekelompok 
subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai 
sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 
diketahui sebelumnya.
17
 
 
 
 
 
 
                                                             
16
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014). h. 98.  
17
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Rajawali Pers, 
Jakarta, 2010), h. 106. 
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TABEL I.1 
POPULASI DAN SAMPEL 
 
No. Responden Populasi Sampel Persentase 
1. 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
35 orang 4 orang 1% 
2. Masyarakat 3253 orang 100 orang 3% 
Jumlah 3288 orang 104 orang 4% 
5. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, 
antara lain : 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
atau tempat lokasi penelitian
18
 baik dengan metode pengamatan 
(Observasi) ataupun wawancara (Interview) dengan Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu, 
Kepala Bidang Pendataan, Arsip dan Pengembangan Sistem, 
Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Kepala Seksi 
Kebijakan dan Penyuluhan Layanan. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi dan peraturan perundang-undangan.
19
 
                                                             
18
Amiruddin dan Zainal Asikin, op. cit,  h. 30.  
19
Zainuddin Ali, op. Cit. h. 106. 
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c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan 
yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer 
dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, 
artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya. 
6. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
metode yang peneliti gunakan adalah : 
a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatann langsung 
dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan 
secara nyata tentang yang diteliti. 
b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara 
langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan 
dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data 
yang diperlukan.
20
 Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara 
mempertanyakan langsung kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang 
Pendataan, Arsip dan Pengembangan Sistem, Kepala Seksi 
Pengembangan Sistem dan Kepala Seksi Kebijakan dan 
Penyuluhan Layanan. 
c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan 
lembaran formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang dibuat 
dan disusun secara sistematis kemudian diajukan kepada 
                                                             
20
Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet 2014), h. 127 
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narasumber atau responden di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 
d. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui 
jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna 
mendukung data primer. 
7. Analisa Data 
Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, 
yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan 
perilakunya.
21
Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana 
cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang 
bersifat khusus.
22
 
F. Sistematika Penulisan 
Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi 
dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, 
antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu 
rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan 
                                                             
21
Soerjono Soekanto, op. cit, h. 32. 
22
Op. cit , h. 252. 
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diakhiri dengan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum kota Pekanbaru dan 
gambaran umun dinas penanaman modal terpadu satu pintu kota pekanbaru.  
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi 
permasalahan meliputi teori tentang kebijakkan publik, peraturan kepala 
daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru nomor 117 
Tahun 2017 tentang prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat uraian Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile Beradasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 
Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota 
Pekanbaru. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile Beradasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 
Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota 
Pekanbaru. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran. 
 15 
BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru  
Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, 
Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai 
kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.
1
 
Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara 
Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar Provinsi Bandar 
Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai 
dan Sungai Duku. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi 
kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan 
bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. 
1. Letak Geografis  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 
Km menjadi lebih kurang 446,50 Km, Terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 
Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN 
Tk.1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 
Km.
2
 Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada 
pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti 
Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh 
                                                             
1
 Darmawati. Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, (Teroka Riau, Vol. 
III, No. 2, 2008), h. 61-71. 
2
 Badan Pusat Satistik, Pekanbaru dalam Angka, 2014, h. 1. 
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Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan 
selatan oleh Kabupaten Kampar. 
Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur 
dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. 
Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 
antara 34,1 
0
C hingga 35,6 
0
C dan suhu minimum antara 20,2 
0
C hingga 
23,0 
0
C. Kota Pekanbaru terletak antara 101
0 14’ – 1010 34’ Bujur Timur 
dan 0
0 25’ - 00 45’ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru 
diperluas dari lebih kurang 62,96 Km
2 
menjadi lebih kurang 446,50 Km
2
 
terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. 
Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
b. Sebelah Selatan  : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
2. Kependudukan  
Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah 
lainya di Indonesia. Untuk mencapai terbentuknya manusia yang 
berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit 
tercapai. Maka  Program kependudukan yang meliputi pengendalian 
kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan 
usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta 
17 
 
 
pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang 
harus ditingkatkan.
3
 
Jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2019 
sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami 
pertumbuhan sebanyak 34.473 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami 
pertumbuhan sebanyak  34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut 
Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat terdapat di Kecamatan 
Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa, sedangkan yang kepadatan penduduk 
terkecil adalah di kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa.  
Tahun 2010 Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk 
terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju 
pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, menjadi pendorong laju 
pertumbuhan penduduknya. 
Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar di pekanbaru 
dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya 
bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga 
memiliki profesi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. 
Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru 
pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu 
mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 
hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan 
Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. 
                                                             
3
 Ibid. 
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Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan 
pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru 
sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari 
wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti Selatpanjang, Bengkalis dan bagan 
Siapi-api. Selain itu masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga 
banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan 
perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. 
Adapun masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai 
petani pada masa pendudukan tentara jepang, sebagian mereka juga 
sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta 
api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang 
signifikan di Kota Pekanbaru. 
3. Agama 
Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan yang 
dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk Agama 
Kristen, Buddha, Katolik, Khonghuchu, dan Hindu juga terdapat dikota 
ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota 
Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan 
musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada 
perlombaan membaca Al-Qur’an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu 
orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka MTQ ini setiap 
provinsinya mengirimkan 6 orang utusan. 
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4. Perekonomian  
a. Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama 
Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). 
Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh 
kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta 
perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota 
Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 
0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 
0,30%. 
b. Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan 
kelompok kesehatan yang tercatat mengalami deflasi masing-masing 
sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada 
bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami 
peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 
2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010. 
c. Posisi sungai siak sebagai jalur pandangan Pekanbaru telah memegang 
peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini, 
penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil 
besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. 
Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru 
yang terlihat dengan menjamurnya pemandangan ruko pada jalan-
jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan 
modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, 
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Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, 
Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.  
5. Pendidikan  
Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi 
oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara 
umum perkembangan Pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini 
disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA 
baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. 
Pada tahun 2012, jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat 
sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan. 
Beberapa perguruan tinggi juga terdapat dikota diantaranya adalah 
Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas 
Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang 
Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% 
masyarakat dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih 
didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki 
ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang 
berumur 10 tahun ke atas. 
6. Adat Istiadat 
Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh 
penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat 
peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau Mencatat, bahwa dikawasan 
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ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan melayu, antara lain : Kerajaan 
Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau : Kerajaan Pekan 
Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan. 
Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting 
peranannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata 
perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan 
sesuai upacaranya. Di dalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, 
cara lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan 
budaya yang dianut dalam masyarakatnya. 
Di dalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk 
perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (Perkawinan secara wajar dan 
normal), kawin gantung (nikah gantung:kawin ganti tikar), kawin tukar 
anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-
bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karena 
dapat menumbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak bahkan 
persukuan dan kampungnya.
4
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 Suwardi, Pemetaan adat masyarakat melayu riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, 
(Pekanbaru:Lembaga Adat Melayu Riau), h. 273. 
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B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru 
1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pekanbaru 
Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu Pada Tahun 1999 
sesuai Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru 
Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September tentang Organisasi dan 
Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kota Daerah Tingkat II 
Pekanbaru. 
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota 
Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tanggal 01 April 2005 tentang Susunan 
Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih 
merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu 
satu atap. 
Sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan 
Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 
5 Januari 2009. 
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukkan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan 
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP. 
2. Kedudukan dan Tugas Pokok 
a. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru 
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota 
pekanbaru merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang 
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman 
modal. 
b. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Pekanbaru 
Tugas dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
kota Pekanbaru melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota 
dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 
serta penanaman modal dalam prinsip Koordinasi, integrasi, 
singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 
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3. truktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
Kepala Dinas 
Muhammad Jamil, M.ag, M.Si 
Sekretaris 
F. Rudi Misdian S.Pi 
Subbag. Keuangan 
Siti Aisah, SP 
Jabatan Fungsional 
Subbag. Umum 
R. Masrizal, SH 
Subbag. Program 
Deckie Aswadi, ST 
Bidang Perencanaan, 
Pengembangan Iklim 
dan Promosi Penanaman 
Modal 
Dessy Triana, SE, M.Si 
Seksi Pengembangan Dan 
Deregulsi Penanaman 
Modal 
Muhammad Ridwan, S.Sos 
Seksi Perencanaan 
Penanaman Modal 
Baharudani, SE, M.Si 
 
Seksi pemantaun dan 
pembinaan penanaman 
modal 
Budi Wahidi, S.Sos, M.IP 
Seksi Sarana dan 
Prasarana, Pelaksanaan 
Penanaman Modal 
Astried Dwimulyati, SE 
Seksi Verifikasi dan 
Pengolahan Data dan 
Penanaman Modal 
Dina Meriza, SH 
Bidang Pengendalian 
Pelaksanaan, Pengelolaan 
Data dan Infomasi 
Penanaman Modal 
Rudi Juliandi, ST, M.Si 
 
Bidang Pendataan, 
Arsip dan 
Pengembangan 
Sistem 
FirmanHadi, S.STP 
Bidang 
Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan A 
Said Riza 
Bidang 
Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan B 
Yuniarti, SE 
Seksi Sistem Informasi 
Penanaman Modal 
Liza Suzanna, SE 
Seksi Pengelolaan 
Arsip 
Dra. Zainab 
Seksi Pendataan 
Helmi, S.Sos 
Bidang Pengaduan, 
Kebijakan dan 
pelaporan Layanan 
Quarte Rudianto, SH 
Bidang 
Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan C 
Tomi Rizoni, SE 
Seksi Pengembangan 
Sistem 
Akhmad Nurdinsyah, 
SP, M.Si 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan A/I 
Mayanto, S.Sos 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan A/II 
Maria Hastuti, 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan A/III 
FajriHidayat, ST 
 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan B/I 
Efrina 
 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan B/II 
Yafrizal, SH 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan B/III 
Vita AgusrianNazri, 
S.IP 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan C/I 
HendriYusalmi, S.Sos 
 
 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan C/II 
AndhyMastar, SH 
 
Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan C/III 
Afriliana, S.Pd 
 
Seksi Pengaduan dan 
Informasi Layanan 
Theresia Reza F, S.Kom 
Seksi Kebijakan dan 
Penyuluhan 
Layanan 
HidayatAlfitri, SE 
Seksi Pelaporan dan 
Peningkatan 
Layanan 
Iwandri, SE, M.Si 
 
2
4
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BAB   III 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja 
dalam arti governmence yang hanya menyangkut aparatur negara, 
melainkan pula governmence yang menyentuh pengelolaan sumber daya 
publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau 
pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan 
pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan 
publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya 
sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, 
ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu 
negara.
33
 
Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk 
mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah 
mewujudkan nilai-nilai kepublikan (publik values). Nilai-nilai kepublikan 
sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. 
Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk 
mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, 
persamaan dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
                                                             
33
Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 
3. 
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masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan 
melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.
34
 
Para ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya 
dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu 
tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warganya. 
Seperti kata Bridgman dan Davis, kebijakan publik pada umumnya 
mengandung pengertian mengenai “whatever goverenment choose to do or 
not to do” artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
35
 
Kebijakan publik sangat tepat jika dikatakan sebagai apa yang harus 
atau tidak harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil 
keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai 
isu yang paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluralis. 
Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah seperangkat 
politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh pemerintah untuk 
mencapai kehendak politik.
36
 
Kebijakan publik dapat dipahami dari beberapa konsep kunci yang 
termuat dalam kebijakan publik:
37
 
a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah 
tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan 
                                                             
34
Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik 
Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 64. 
35
Edi Suharto, op. Cit. 
36
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan 
Kebijakan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 44-45. 
37
Ibid, h. 73. 
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pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan 
finansial untuk melakukannya. 
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan dunia nyata. Kebijakan 
publik berupaya merespon masalah atau kebutusan konkrit yang 
berkembang di masyarakat. 
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan 
publik biasanya bukanlah sebuah keputudan yang tunggal, 
melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi 
yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan 
orang banyak. 
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya adalah tindakan 
kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan 
publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa 
masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan 
yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan 
tertentu. 
e. Sebuah justifikasi yang dibuat seorang atau beberapa orang 
aktor. Kebijakan publik berisi pernyataan atau justifikasi 
terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah 
dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum 
dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan 
28 
 
 
publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun beberapa 
perwakilan lembaga pemerintah. 
2. Proses Perumusan Kebijakan 
Tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar 
kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematik, diperlukan sebuah 
proses yang sistematis pula. Hampir semua penjelasan mengenai proses 
perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan 
ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.
38
 Meski proses perumusan 
kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam dalam 
hal ini langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan 
agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, 
menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.
39
 
Enam langkah perumusan kebijakan akan dijelaskan sebagai berikut. 
a. Mengidentifikasi Isu Kebijakan 
Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan 
sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak untuk 
dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi non-pemerintahan. 
Selain aktual dan mendesak untuk dipecahkan, isu biasanya mencuat 
jika didukung oleh pemberitaan media massa yang beragam.Tidak 
semua masalah sosial bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada 
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empat persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu 
kebijakan sosial:
40
 
1) Disepakati banyak pihak. Sebuah masalah kebijakan 
dianggap layak dijadikan isu kebijakan jika banyak pihak 
yang berpengaruh memiliki pandangan dan kesepakatan 
yang relatif sama. 
2) Memiliki prospek akan solusinya. Meskipun sebuah 
masalah menarik perhatian pemerintah, namun tidak 
otomatis menjadi isu kebijakan. Pemerintah biasanya akan 
mempertimbangkan apakah masalah tersebut dapat 
dipecahkan dan apakah tersedia sumberdaya yang 
merespon masalah itu. 
3) Sejalan dengan perkembangan politik. Setiap langkah 
yang dilakukan oleh pembuat kebijakan senantiasa 
mengandung aspek politisi. 
4) Sejalan dengan ideologi. Kerangka ideologi partai politik 
yang berkuasa seringkali merupakan landasan bagi 
pemerintah untuk memutuskan apakah masalah A akan 
diprioritaskan, sementara masalah B akan ditunda atau 
dibatalkan menjadi isu kebijakan. 
Pada saat isu mulai teridentifikasi, maka proses kebijakan mulai 
bergerak. Para pembuat kebijakan harus selalu mengembangkan 
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sensitivitas dan pemahamannya mengenai isu-isu yang berkembang di 
masyarakat agar dapat menghindari kejutan-kejutan dan 
mengantisipasi masalah supaya tidak meluas. 
b. Merumuskan Agenda Kebijakan 
Identifikasi dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan 
agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah 
masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. 
Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi 
pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor internal, meliputi:
41
 
1) Gaya kepemimpinan politisi. Pemimpin yang otoriter, 
demokratis atau laissez-faire menentukan apakah sebuah 
isu yang berkembang dalam masyarakat perlu dijadikan 
agenda kebijakan. 
2) Visi dan misi partai pendukung pemerintah. Visi dan misi 
partai politik biasanya sangat terkait dengan ideologi yang 
dianutnya. 
3) Keberhasilan pemerintah dimasa lalu. Pemerintah yang 
berkuasa saat ini senantiasa agar keberhasilannya dimasa 
pemerintahan sebelumnya tetap dikenang oleh publik. 
4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet. Keberadaan 
daperteman/kementerian negara jelas mempengaruhi 
kebijakan publik. 
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5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara. Uang 
sangat menentukan arah kebijakan. 
Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu 
kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:
42
 
1) Perubahan ekonomi. Fluktuasi harga saham, inflasi, 
tingkat suku bunga, tingkat penganggaran, nilai ekspor 
dan impor akan menentukan pergeseran dari isu menjadi 
agenda kebijakan. 
2) Pemberitaan media massa. Pemberitaan yang massif dan 
terus menerus diberbagai media massa akan 
mempengaruhi persepsi publik dan sekaligus menjadi 
tekanan kepada pemerintah untuk merespon isu tersebut 
dan merumuskannya menjadi agenda kebijakan publik. 
3) Opini publik.Perguruan tinggi atau lembaga-lembaga 
internasional sering melakukan survei atau polling 
mengenai isu tertentu. Hasilnya bisa menjadi opini publik. 
4) Perubahan keputusan pengadilan. 
5) Hubungan internasional.  
6) Pembangunan teknologi. Penggunaan internet sebagai alat 
perdagangan dan perbankan serta pertukaran informasi 
yang cepat turut menentukan pergeseran isu sosial agenda 
kebijakan publik. 
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7) Perubahan demografi. Perubahan ini memberi tekanan 
tersendiri kepada pemerintah. 
c. Melakukan Konsultasi 
Arsitektur pemerintahan cendrung bersifat multi-ragam, 
melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk 
menghadiri tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan 
yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan 
dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan 
konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan proposal 
kebijakan disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah 
mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.
43
 
1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya 
keterbukaan, partisipasi dan masukan dari sebanyak 
mungkin orang. 
2) Membangun konsensus dan dukungan politik. Pemerintah 
berdiri karena banyak pihak. Karenanya pemerintah harus 
melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk diajak 
membahas agenda kebijakan yang ditetapkan agar terjadi 
kesepemahaman dan kesepakatan. 
3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang 
terkait dengan agenda kebijakan dan lembaga yang 
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merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 
tersebut. 
4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui 
pengumpulan informasi dari beragam pihak dan dengan 
menggunakan beragam media. 
5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi 
kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda 
kebijakan prioritas. 
Ada beberapa instrumen atau alat yang bisa digunakan dalam 
proses konsultasi kebijakan publik. Diantaranya adalah:
44
 
1) Sosialisasi. Memberi informasi awal kepada khalayak 
ramai mengenai kebijakan yang akan ditetapkan. Survey 
mengenai persepsi publik terhadap suatu alternatif 
kebijakan yang akan diterapkan merupakan salah satu cara 
sosialisasi. 
2) Pertemuan. Konsultasi bisa dilakukan melalui berbagai 
bentuk pertemuan dengan beragam stakeholder dan 
kelompok kepentingan. 
3) Kerja sama. Kerja sama adalah satu bentuk konsultasi 
yang mendalam. Beberapa pihak yang berkepentingan 
tidak hanya bisa mengekpresikan pendapatnya, melainkan 
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dapat sekaligus menjadi koalisi untuk menyempurnakan 
proposal kebijakan. 
4) Deligasi. Deligasi adalah pemberian wewenang mengenai 
pengendalian agenda kebijakan kepada kelompok lain 
diluar pemerintahan. Artinya, mereka yang diberi deligasi 
merancang sebuah mekanisme konsultasi untuk 
menyempurnakan agenda kebijakan. 
d. Menetapkan Keputusan 
Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan 
dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah 
menetapkan alternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika 
kebijakan diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap 
penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan 
kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, 
maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan 
legislatif.
45
 
e. Implementasi  
Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat 
diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka 
proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini 
melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada 
publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan 
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yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-
pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan 
laporan-laporan yang akan dievaluasi. 
Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi 
implementasi sejak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik 
dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan 
penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah 
strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.
46
 
f. Evaluasi  
Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang 
terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika 
proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran 
kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evluasi 
merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. 
Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal 
sebagai berikut:
47
 
1) Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai 
tujuan-tujuannya. 
2) Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan 
mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan 
tersebut diimplementasikan. 
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3) Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan 
di masa mendatang. 
3. Implementasi Kebijakan Publik 
Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik 
diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-
akibatnya akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan 
dinegasikan.
48
Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai 
proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup 
keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang 
dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu 
tercapainya tujuan kebijakan.
49
 
Selain pengertian diatas, implementasi kebijakan dipahami juga 
sebagai suatu proses, output, dan outcome. Implementasi dapat 
dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa 
rangkaian aktivitas yang berkelanjutan.
50
 Implementasi juga diartikan 
sebagai outputs, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai 
tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau 
bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi 
juga dikonseptualisasikan sebagai outcomes. Konseptulisasi ini terfokus 
pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu 
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apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan 
menambah masalah baru dalam masyarakat.
51
 
a. Model Implementasi Kebijakan 
Terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan menurut 
Rian Nugroho Dwijowijoto. Pemilihan pertama adalah implementasi 
kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (top-bottomer) dan 
implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (bottom-
topper). Pemilihan yang kedua ialah implementasi kebijakan yang 
berpola paksa (command and control) dan mekanisme pasar 
(economic incentive).
52
 
Pada model implementasi kebijakan ini, penulis merujuk pada 
pemilihan pertama, yaitu: 
1) Model berpola dari “atas ke bawah” (top-bottomer). 
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih 
berbentuk mobilisasi. 
2) Model berpola dari “bawah ke atas” (bottom-topper). 
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan 
kepada rakyat. 
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b. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi 
Kebijakan 
Dalam mengimplmentasikan kebijakan, tentu ada beberapa 
faktor pendukung dan bahkan menjadi penghambat dalam 
mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, dalam penelitian ini 
penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat 
faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:
53
 
1) Komunikasi  
Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting 
menurut Edward, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. 
Yang dijelaskan sebagai berikut. 
a) Transmisi, yang dimaksud disini adalah informasi yang 
tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan 
tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. 
b) Konsistensi, yang dimaksud disini adalah informasi yang 
diberikan harus konsisten sehingga para pelaksana 
kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 
c) Kejelasan, yang dimaksud disini adalah informasi yang 
disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari 
pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak 
yang terkait dalam implementasi kebijakan. 
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2) Sumber daya 
Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam 
melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya 
manusia yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas. 
Yang dijelaskan sebagai berikut. 
a) Sumber daya yang memadai 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang 
paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam 
mengimplementasi kebijakan, harus didukung dengan 
sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, 
keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan 
tersebut. Kurangnya sumber daya yang berkualitas, tentu 
akan menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan 
tersebut. 
b) Informasi  
Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, 
informasi bagaimana melakukan suatu kebijakan. Kedua, 
para pelaksana kebijakan harus mengetahui orang-orang 
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati 
peraturan-peraturan pemerintah. 
c) Wewenang  
Wewenang berperan penting dalam implementasi 
kebijakan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin 
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bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang 
ditentukan. Wewenang mempunyai banyak bentuk yang 
berbeda, seperti mengeluarkan perintah kepada para 
pejabat yang lain, wewenang dalam menyediakan, 
menyalurkan dana dan sebagainya. 
d) Fasilitas  
Fasilitas ini menyangkut sarana dan prasarana dalam 
menunjang dan mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan. 
3) Disposisi  
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu 
kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang 
diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun sebaliknya, 
bila tingkah laku atau perspektif para pelaku berbeda dengan 
para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan sangat 
sulit. Jadi kebijakan yang akan dilaksanakan akan berjalan 
secara efektif apabila mendapat dukungan daripada pelaksana 
kebijakan. 
4) Struktur birokrasi 
Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi 
implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam 
struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-
organisasi dan institusi-institusi. Struktur birokrasi memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 
Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu Standar 
Operating Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Yang dijelaskan 
sebagai berikut. 
a) Standar Operating Prosedur (SOP) 
Merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman 
bagi para implementor kebijakan dalam melaksanakan 
kebijakan tersebut, agar sesuai dengan tujuan kebijakan 
tersebut. 
b) Fragmentasi  
Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terjadi 
desentralisasi kekuasaan, tentu akan menjadi lemahnya 
pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang 
rumit. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan 
diluar unit birokrasi, seperti kelompok kepentingan, 
pejabat eksekutif dan sebagainya. 
c. Aktor Implementasi Kebijakan 
Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang 
terlibat. Mereka bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan 
diidentifikasikan berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga 
peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi masyarakat.
54
 
Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Birokrasi  
Di Amerika, pada umumnya kebijakan publik 
diimplementasikan oleh sistem badan administrasi yang 
komplek. Badan administrasi ini melaksanakan tugas sehari-hari 
dan dapat mempengaruhi masyarakat dari tindakan-tindakannya. 
2) Lembaga Legislatif 
Saat ini, lembaga legislatif selain sebagai pembuat 
undang-undang, lembaga ini juga turut dalam 
mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
3) Lembaga peradilan 
Keterliabtan lembaga peradilan adalah dalam konteks 
mempengaruhi tata kelola atau administrasi nyata terhadap 
undang-undang dan peraturan administratif dan regulasi, 
pengkajian ulang terhadap keputusan administratif dalam kasus 
yang dibawa ke pengadilan. 
4) Kelompok-kelompok Penekan 
Kelompok penekan ini berusaha untuk mempengaruhi 
peraturan untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka. 
5) Organisasi Masyarakat 
Organisasi masyarakat ini menjadi aktor dalam 
implementasi kebijakan, karena mereka terlibat dalam 
pelaksanaan program-program untuk publik. 
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B. Peraturan Kepala Daerah 
1. Pengertian Peraturan Kepala Daerah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang memberikan penjelasan terhadap 
pengertian Peraturan Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut :
55
 
a. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau 
peraturan Bupati/Walikota. 
b. Keputusan kepala daerah adalah peraturan pelaksanaan 
peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur 
mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 
c. Keputusan bersama adalah keputusan kepala daerah yang 
mengatur kesepakatan bersama antara dua kepala daerah atau 
lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 
d. Keputusan kepala daerah tertentu adalah penetapan yang 
diterbitkan kepala daerah yang subtansinya wajib diketahui 
masyarakat luas. 
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2. Penetapan Peraturan Kepala Daerah 
Penetapan peratauran kepala daerah dijelaskan dalam Pasal 5, yaitu :
56
 
a. Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah 
ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita 
daerah. 
b. Berita daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan 
penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan 
peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu. 
c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan 
pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan 
kepala daerah tertentu kepada masyarakat 
3. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah 
Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam 
rangka penyelengaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung 
kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
57
 Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 di 
sebutkan materi muatan peraturan bupati yang menyatakan bahwa 
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan kepala daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan. 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
juga menjelaskan bahwa untuk melaksanankan Perda atau kuasa peraturan 
perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah 
dan ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, 
pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta 
pembentukan peraturan kepala daerah.
58
 Peraturan daerah dan peraturan 
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (1) dan (3) 
dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
59
 
Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan pelaksaan dari 
peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan kepala daerah juga 
merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan daerah. Peraturan kepala 
daerah dapat melaksanakan langsung ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang tanpa harus menunggau Peraturan Daerah. 
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
1. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pelayanan terpadu satu pintu atau yang disingkat dengan PTSP adalah 
pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai pada tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 
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pintu.
60
 Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. 
Pelayanan terpadu satu pintu merupakan sebuah upaya untuk 
mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta 
memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, 
mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Pelayanan terpadu satu 
pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang 
bersifat pelayanan perizinan dan non perizinan. 
2. Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 
Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh Pelayanan terpadu 
satu pintu wajib menggunakan perizinan secara elektronik.
61
Perizinan 
secara elektronik  yang dilaksanakan oleh Pelayanan terpadu satu pintu 
mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi 
yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
62
 
D. Sistem Informasi Manajemen 
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 
Pengertian sistem informasi manajemen atau managemen information 
system adalah sistem informasai yang digunakan untuk menyajikan 
informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan 
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pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Biasanya, sistem informasi 
manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara 
koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi.
63
 Sistem 
informasi manajemen kadang kala disebut sistem peringatan manajemen 
(management alerting system), karena sistem ini membertikan peringatan 
kepada pemakai terhadap masalah maupun peluang. Istilah yang lain dari 
sistem informasi manajemen adalah sistem pelaporan manajemen atau 
manajemen reporting system.
64
 
Robert G. Murdiceka dan Joel E.ross dalam bukunya yang berjudul 
sistem informasi untuk mamajemen modern mendefenisikan sistem 
informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan 
(input) direkam, disimpan dan diproses untuk menghasilkan output yang 
berupa keputusan tentang perencanaan, pengoprasian, dan pengawasan.
65
 
Sedangkan menurut Drs. Soetedjo Moeljodihardjo dalam bukunya 
management information system mendefinisikan sistem informasi 
manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat 
waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan 
operasi didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses 
pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan 
pengawasan.
66
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2. Konsep Pengambilan Keputusan Didalam Sistem Informasi 
Manajemen  
Herbert A. Simon mengemukakan model kerangka dasar proses 
pengambilan keputusan. Model ini terdiri atas tiga tahap, yitu:  
a. Pemahaman yaitu menyelidiki lingkungan kondisi yang 
memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dan 
diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat dijadikan 
menentukan masalahnya. 
b. Perancangan yaitu menemukan, mengembangkan, dan 
menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal 
ini mengandung proses untuk memahami masalah agar 
menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah cara 
pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. 
c. Pemilihan yaitu memeilih arah tindakan tertentu dari semua arah 
tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.
67
  
Model yang dikemukakan oleh Simon ada hubunganya dengan 
sistem informasi manajemen. Hubungan ini diikhstisarkan untuk 
ketiga tahap model Simon, yaitu: 
a. Pemahaman itu proses penyelidikan mengandung pemeriksaan 
data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan 
cara khusus. Sistem informasi manajemen harus mamberikan 
kedua cara tersebut. Sistem informasi harus meneliti semua data 
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dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai suatu situasi 
yang jelas menuntut perhatian. Baik sistem informasi maupun 
organisasi harus menyediakan saluaran komunikasi untuk 
masalah yang diketahui dengan jelas untuk disampaikan kepada 
organisasi tingkat atas sehingga masalah tersebut dapat 
ditangani. 
b. Perancangan yaitu sistem informasi manajemen harus 
mengandung model keputusan untuk mengolah data dan 
memprakasai pemecahan alternatif. Model harus membantu 
menganalisis alternatif. 
c. Pemilihan yaitu sistem informasi manajemen menjadi paling 
efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk 
yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah 
dilakukan pemilihan, peranan sistem informasi manajemen 
berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan 
penilaian kebutuhan.
68
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E. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 tentang 
Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile 
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile 
berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 
2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile 
Pasal 1 Ayat (10) meyebutkan Pengertian Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile yang di singkat dengan SIMPEL Mobile 
adalah sebuah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat 
diakses melalui media telepon yang memiliki sistem tertentu.
69
 
Program sistem mobile elektronik dirancang DMPTSP kota 
Pekanbaru sebagai bentuk penerapan sistem informasi dalam pelayanan 
perizinan dan non perizinan yang memanfaatkan perkembangan teknologi 
informasi dan teknologi (online) sebagai suatu strategi penyederhanaan 
sistem pelayanan dan penerapan sistem informasi dalam pelayanan 
perizinan dan non perizinan yang dapat diurus secara online dengan tujuan 
mendorong dan memudahkan pemilik usaha dalam mengurus pelayanan 
perizinan dengan adanya penyederhanaan sistem pelayanan, penerapan 
sistem informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat 
diakses, dan memberikan kemudahan pelayanan, terkait pelayanan perizinan 
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dan non perizinan.
70
  
2. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile 
berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 
2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile 
Pasal 4 menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan Sistem 
Informasi Manajemen Pelayanan Mobile, penjelasan penggunaan Sistem 
Informasi ManajemenPelayanan Mobile sebagai berikut.
71
 
a. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Sistem Informasi 
ManajemenPelayanan Mobile dilakukan terlebih dahulu 
melakukan download dan instal aplikasi melalui App Store/Play 
Store pada telepon genggam yang memiliki sistem tertentu. 
b. Sebelum melakukan penggunaan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile (SIMPLE Mobile), maka pemohon terlebih 
dahulu melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi 
yang telah ada.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile 
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 
2017 Tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. 
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) 
mengatakan bahwa jenis Perizinan dan non perizinan yang dapat 
diproses melalui sistem informasi manajemen pelayanan mobile 
sebanyak 107 sedangkan pada kenyataannya hanya 28 jenis non 
perizinan yang dapat di proses melalui sistem informasi 
manajemen pelayanan mobile. Sistem informasi manajemen 
pelayanan mobile bertujuan mempersingkat proses pelayanan 
guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, 
pasti dan terjangkau. Pengguna aplikasi yang sedikit karena 
masih lebih tertarik dengan pengurusan manual. 
2. Faktor yang menghambat berjalannya proses Pelaksanaan 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang 
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Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota 
Pekanbaru adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam 
menggunakan dan mengembangkan pelayanan sistem informasi 
manajemen pelayanan mobile kurangnya kesadaran masyarakat 
serta sosialisasi yang belum optimal oleh instansi terkait. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk bisa 
melakukan transmisi dan sosialisasi Pelaksanaan Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Mobile Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Standar 
Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru supaya masyarakat 
memiliki pengetahuan tentang Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Mobile dan akan mendorong terlaksananya kebijakan ini 
secara menyeluruh. 
2. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bersinergi dalam 
menjalankan kebijakan ini, melihat banyak sekali masyarakat yang 
belum mengetahui kebijakan ini dan mendorong kesadaran masyar 
akat untuk mengurus perizinan dan non perizinan secara online. 
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